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BT'PATI PARIGI UOUTOI{G
PROVIITSI SI'L/TWESI TENGAH

Mcngingat : I'

Menetapkan

2.

Undang-Undang Nomor lO Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Parig Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
(lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 23,
Ta"'bahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4185);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
244, Talar.bahan Lr-mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589) sebagainana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2O15 Nomu 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5679);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang
Penerirnaan Sumbangan Pihak Ketiga Kcpada Dacrah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangal Daerah sebagairnana telah
diubah tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dallrm Negeri Nonor 2l
Tahun 2Ol l;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OO5 tentang Sumbangan
Pihak Ketiga Kepada Pemcrintah Daerah (Lcmbaran Dacrah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2OO5 Nomor 4 Seri E Nomor 6'
Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor
23) scbagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2Ol3 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun
2Ol3 Nomor 27, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Nomor 14lf ;

4.

5.

MEMUTUSKAN :

: PERATUMN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERIIITAH DAERAH.

BAB I
I(TTEITTUAIT I'UUU

Frrd I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
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Menirnbang : bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 2 Peraturan Daerah
Nozror 3 Tahun 2OO5 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
Pemerintah Daerah sebagaimana telsh diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2O13, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tcntang Tata Cara Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
Pemerintah Daerah:

I



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi

Moutong.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah,

Retribusi Daerah dan/atau Eiukan Pajak Daerah sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

6. Badqn adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas,Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi,
Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,
Organisasi So.sial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk Badan
lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap.

7. Pos Terpadu adalah tempat pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada
Pemerintah Daerah. "'

8. Petugas Pos Terpadu adalah Petugas Pos Terpadu di wi.layah Kabupaten Parigi
Moutong.

9. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut
Sumbangan adalah pemberian pihak ketiga secara ikhlas/sukarela, tidak
mengikat, yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan
ketentua! Peraturan Perundang-undangan, berupa uang atau yang disamakan
dengan uang atau barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

10. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum di manapun domisili tanpa
membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan.

ll. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
12. Surat Pernyataan adalah dokumen tertulis sebagai pernyataan sikap yang

ditandatangani oleh Pihak Ketiga.

EA'B II
PEUBERIATT SI'UBANGATT PIEAX K TIGA

trEPADA PF.UERINTAS DATRAE

Plrd 2
(1) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan dari Prhak Ketiga.
(2) Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak menghilangkan

kewajiban Pihak Ketiga untuk membayar Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan/atau Bukan Pajak Daerah lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB Itr
TATA CARA PEUBERIAIT AI'UBATTG/II PIEAI( I(ErIGA

KEPADA PF,UERIITTAE DAERAH

Patal 3
(l) Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) dilakukan

di Pos Terpadu oleh Petugas Pos Terpadu.
(2) Petugas Pos Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan

Keputusan Bupau.

Pa.d 4
(1) Pungutan Sumbangan di Pos Terpadu oleh Petugas pos Terpadu sebagaimana

dirnaksud dalan Pasal 3 ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan alat bukti
tertulis yang sah berupa blanko, karcis atau alat bukti tertulis lainnya yang
dipersamakan-

(2) Alat bukti tertulis lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) berupa Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan yang ditandatangani dan
dicap/distempel dan/atau dicap jempol Pihak Ketiga.

(3) Format dan isi Surat Pemyataan Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pard 5
Semua Sumbangan yang dilakukan di Pos Terpadu oleh Petugas Pos Terpadu
s&agaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disetor ke Kas Daerah.

BA.B IV
PEIYTELTSAIAX PERIIELISIHAI{

- Paml 6
(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pemberian Sumbangan di Pos Terpadu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselesaikan secara musyawarah
mufakat melalui proses mediasi.
Proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh Tim yang
dibentuk oleh dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

Bupati selaku Pengarah;
Wakil Bupati selaku Pembina;
Sekretaris Daerah selaku Penanggunglawab;
I{epala Dinas Pendapatan Dabrah selaku Ketua;
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah selaku

a.
b.
c.
d.
e.

Wakil Ketua;
f. Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah' Pengembangan dan

Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah selaku Sekretaris; dan
g. Pejabat dan/atau Staf Teknis di SKPD terkait selaku Anggota.

BA8 V
PEITUTI'P

Pasd 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oiang mengetahuinya, memerintahkan pengu ndangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatzrnnya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong'

Ditetapkan di Pariq
pada tanggal il tmqbe( !0b

BUPATI PAzuGI MOUTONG,

SAMSU_RIZAL TOM BOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 2; telttt^b.r AIL

SEKRE"TARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

(ePALA SKPO / rf,,rs l Ai{:":l

EKKA PONTOH

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2T. NOMOR 4I



I,.AMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR :

TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH DAERAH

COITTIOE SI'RAT PERITYATAfiI

ST'RAT PERITYATAAT PEUBERIAIT SI'UBAI|GAIT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

Umur

Pekelat

Alamat.

tahun

Dengan ini rnenyatakan secara sungguh-sungguh, sadar dan tanpa paksaan dari

siapapun memberikan Sumbangan berupa uang/barang kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp........................ -.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dan ditandatangani serta dicaP jempol atau

dicap/distempel untuk digunakan sebagaimana perlunya.

......... I ...-...... | 20......

Yang Membuat Pemyataan
Selaku Pemberi Sumbangan,

Ttd dan Cap JemPol/ StemPel

BUPATI PARIGI MOUTONG,

I J ll vv r r.-/-L-' ./-
SAMSUzuZAL TOMBOLOTUTU


